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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini kita sering menghadapi bgeiamasalah dan
perselisihan dalam kehidupan, hal ini telah dikamtoleh Allah Subhannallah
Ta'ala. Dari masalah dan perselisihan itulah timial suatu aturan yang
mengatur manusia. Dengan tujuan untuk memberikaggbesaian dari masalah
dan perselisihanan yang dihadapi. Dari perselisihdah terciptanya berbagai
aturan yang mengatur manusia, maka aturan itulatg y@dibuat oleh Allah
Subhannallah Ta’ala yang telah ada semenjak zanagh Alam AS diciptakan.
Lain halnya dengan aturan yang dibuat oleh mantsgendiri,

Di dunia sekurang-kurangnya ada lima sistem hukesabyang hidup
dan berkembang. Sistem-sistem hukum tersebut adalah

1. SistemCommon Lawang dianut di Inggris dan bekas penjajahannya

yang kini, pada umumnya, bergabung dalam negararaeg
persemakmuran.

2. SistemCivil Law yang berasal dari hukum Romawi, yang dianut di
Eropa Barat Kontinental dan dibawah ke negeri-nggg@han atau
bekas jajahannya oleh pemerintah kolonial Baratildah

3. Sistem Hukum Adat di negara-negara Asia dan Afrika,

4. Sistem Hukum Islam yang dianut oleh orang-orangnisimnaupun di
negara-negara lain yang penduduknya beragama Idiafrika
Utara, Timur, Timur Tengah (Asia Barat) dan Asiand

5. Sistem Hukum Komunis/Sosialis yang dilaksanakamegjara-negara
komunis/sosialis seperti Uni Soviet dan satelieadahulu®

Pada waktu ini, tiga dari kelima sistem hukum teuse¢erdapat di tanah

air kita yakni sistem-sistem hukum adat, hukumnistéan hukum barat. Dengan

' Muhamma Daud AliHukum Islam(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), him.
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dibentuknya hukum didunia ini maka diharapkan dapeahyelesaikan masalah
yang ada tetapi juga dapat mengatur manusia itdirsemtuk hidup rukun dan

bertetangga, tak lepas dari semua itu bahwa maitusadalah makhluk sosial
yang artinya tidak terbiasa hidup sendirian tanpgatilmn dari manusia lainnya,
manusia butuh interaksi untuk berhubungan (komuwilkdengan yang lainnya
dalam hidupnya.

Pendapat ini pernah dikemukakan oleh Plato yangyatakan “mahluk
hidup yang disebut manusia merupakan makhluk sdarmimakhluk yang senang
bergaul/berkawan. Status mahluk sosial selalu raelplda diri manusia”. dan
sependapat dengan plato, Aristoteles (384 — 322, &Mhusia adalah “mahluk
yang dasarya selalu ingin dan berkumpul dengan siatainya” goon politicon)
yang artinya makhluk yang selalu hidup bermasydralen halnya dengan
pendapat Prof. Dr. N. Drijarkara yang mengatakaakikkatnya manusia sebagai
individu mempunyai empat aspek kegiatan dalam jasmaanusia”. Aspek
tersebut adalah sebagai berikut, aspek ekonomekasytural, aspek peradaban
dan aspek teknik.

Menurut Snouck Hurgronje: tidak semua bagian hulagama diterima
dalam Adat: hanyalah beberapa bagian tertentu daja hukum adat, yaitu
terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnyangsd pribadi yang
hubunganya erat dengan kepercayaan dan hidup bddisalnya: Hukum
Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Waris. AlasanuskaHurgronje: karena

merupakan penghayatan rohani (suatu ketentuan gdiapya mutlak), maka

? http://fauziahhabubakar.com/2010/07/28/materi-hakekanusia-sebagai-mahluk-
individu-dan-mahluk-sosial/, (Di download 17 Oktolpeikul 15:14)



segi-segi hukum adat dengan mudah dapat dimasildan@aruhi) paham-paham
yang ada dalam hukum agarha.

Sedangkan aturan yang dibuat manusia ini lebih depzelaku dan
langsung mendapatkan hukuman yang diperbuatnya yhitenjara/sel, yang
tergantung pada jenis tindakan yang dilanggar sil@elaku.

Moeljatho mengartikan hukum pidana sebagai darelkeshan hukum
yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar- dan aturan-aturan

untuk.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidalk blekukan,
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sandsna tertentu
bagi siapa saja yang melanggarnya.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada merei@ tgtah
melakukan larangan-larangan itu dapat dikenahkau alijatuhi
pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pitardapat
dilaksanakan apabila orang yang diduga telah mgingetentuan
tersebuf.

Dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tingidena materiil ada

2 macam, yakni:

a. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil omeuskan tentang
akibat yang dilarang itu, melainkan sudah terdjitatdapat) dengan
sendirinya dari unsur perbuatan menghilangkan nyaledam
pembunuhan (338) menghancurkan, merusak, membdak tlapat
dipakai, menghilangkan, membunuh (406); menggugurledau
mematikan kandungan (346)

b. Tindak pidana meteril yang dalam rumusannya disagp
mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laka ¢igebutkan
unsur akibat dari perbuatan (akibat kostitutif), sahmya pada
penipuan (378), pemerasan (368), pengancaman (@&, penipuan
(378) unsur perbuatan adalah “menggerakan” (bewegpada
pemerasan dan pengancaman adalah memaksa (dwsgdajjgkan
akibat dari perbuatan menggerakan dan memaksadjggatumkan

* Imam Sudiyat,Asas-Asas Hukum Ad4¥ogjakarta: Libery, 2010), him. 3
* Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidangjakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 1



dalam rumusan, yakni: (a) orang menyerahkan befga,orang
memberi hutang dan (c) orang menghapuskan pidtang.

Dari penjabaran yang diatas, maka sama halnya depgadapat van
bemmelan secara eksplisit mengartikan hukum pidafean dua hal, yaitu hukum
pidana Materiil dan hukum pidana formiil. Hampinsahalnya dengan Wirjono
Prodjodikoro yang menjabarkan hukum pidana.

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan derlgeangan
melakukan perbuatan-perbuataakt{f/positif maupunpasif/negatif
tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi bgndama $traf)
bagi yang melanggar larangan tersebut.

2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipdvarus ada bagi
si pelanggar dapat dijatuhkanya sanksi pidana yagcam pada
larangan perbuatan yang dilanggar.

3. Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau hdiagukan
negara melalui alat-alat perlengkapannya misalBBaligi, Jaksa,
Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebpgkinggar

hukum pidana dalam usaha menentukan menjatuhkan dan
melaksanakan sanksi pidana terhadap ditfnya.

Istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukwana formil [aw
of criminal procedur® yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan menigeta
cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atdakin bagi seseorang yang
diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidanarihaSedangkan istilah
hukum pidana materiil juga diartikan sebagai hulkpetaksanaan pidanéa of
execution, yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan menigeagaimana suatu
sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap sggrelanggar hukum pidaria.

Ada pun tujuan hukum pidana pada umumnya adalalkunelindungi

orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasiusi@a dan melindungi

> Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyaw@akarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2002), him. 58

® Mahrus Ali,Opcit, him. 3

’Mahrus Ali,Opcit, him. 5



kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara wepggimbangan yang
serasi dari kejahatan/tindakan tercelah disatukpden dari tindakan penguasa
yang sewenang-wenang dilain pitfak.

Terlepas dari semua itu yang dimaksud dengan jmayiputi beberapa
hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong ataggubuh, dan
menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkana indra. Membunuh
orang adalah dosa besar selain dari ingkar. Kakejiaya perbuatan itu, juga
untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umurah Athng maha adil dan
maha mengetahui memberikan balasan yang layakn(s)i dengan kesalahan
yang besar itu, yaitu hukuman berat di dunia aiemasukan kedalam neraka di
akherat nanti.

Firman Allah Swit :
A wj@wuw 512 Gadh oJas 253
(A7 el Kee Gls 4 f\ﬁj VAP
Sayang sekali banyak orang yang tidak faham akasalah tersebut.
Sehingga begitu mudahnya bagi sebagian dari memeaghilangkan nyawa
orang lain. Menurut sejarah peradaban manusis j@pahatan yang pertama kali
muncul adalah tindak pembunuhan yang dilakukan IQatiiadap Habil. Akibat
adanya evolusi pertumbuhan negara dan perberkembangesin-mesin

pemerintahan yang mengatur relasi sosial dengankskiiasaan atau kekuatan

dengan tujuan agar tidak timbul konflik-konflik ard perorangan dengan

® Leri Mahendra, Skripsi, (Palembang: IAIN Radertfia2013), him. 4
° Rasjid SulaimanFigh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), him. 429



interest-interest kelompok, maka kejahatan juga tkerkembang. Sedangkan
kualitas perbuatannya juga menjadi semakin begtakin sadis, kejam, dan
tidak berperikemanusiaan berperi kemanustdan.

Peristiwva pembunuhan maupun penganiayaan terus ataemg
perkembangan yang diiringi dengan gaya dan modal g@angat beragam, dari
cara yang sangat sederhana sampai yang sangaiggitta Terkadang
pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang kejiriegisiksa terlebih dahulu,
dibakar dan bahkan dimutilasi, yaitu dengan mengtoontong tubuh korban.
Adrianus meliala, kriminolog Ul berpendapat “dasi simu kriminologi, secara
defenitif yang dimaksud dengan mutilasi adalahisalpnya anggota tubuh yang
satu dari anggota tubuh yang lainnya oleh sebaly tidak tidak wajar.” Lebih
ironisnya lagi motif pembunuhan itu terkadang-kag&anya dilatar belakangi
masalah yang sepele.

Karena uang sekian rupiah, saling mengejek, sedik miliknya
diambil atau diganggu dan masalah-masalah lain yaebgenarnya dapat
diselesaikan dengan kedewasaan dan kejerniharkineilemang pelaku dari
pembunuhan secara mutilasi ini belum banyak teragial ini dikarenakn
sulitnya mengidentifikasi korban yang telah dinadil yang bagian tubuhnya
dibuang dibagian tempat lain-lain dengan bermaksedghilangkan bukti.

Adapun dampak dari mutilasi sangat berpengarubh galliarga korban,
dalam hal ini kesadaran dari pelaku yang selain bugmh juga melukai jasadnya

dengan memotong-motong tubuh korban sehingga tidiak dikenali serta

' Lina Irawati KusumaningrumSkripsj ( Jogjakarta: Pustaka Digital UIN Sunan
Kalijaga, 2008), him. 2



traumah dan kesedihan yang berkepanjangan. Semep&daku bisa dijerat

dengan pasal 340 khup tentang pembunuhan beredaardakwaan subsider 339
KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Padahadidi gihak pelaku juga

melanggar Pasal 181 KUHP tentang orang yang memgubenyembunyikan,

mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksu# menyembunyikan

kematian orang tersebtit.

Seperti kasus yang ada di Palembang yang menyaegiath narapidana
yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan dengamuaiiasi, masing-masing
divonis hukuman 20 tahun penjara saat sidang dig&tbian Negeri (PN)
Palembang, berdasarkan fakta-fakta persidangana Mulelis hakim perbuartan
delapan terdakwa, telah terbukti secara sah mejamrigasal 340 jo Pasal 55 (1)
KUHP. Sidang dipimpin hakim ketua Ahmad Yunus Stkim anggota RA
Suharni SH dan posmo Nainggolan SH.

Dengan terdakwa yang masih remaja, yakni Heru, iAdgir, Iskandar,
Dedi, Ahmad Habibi, Priyatno dan Fitriansya. Eksprkedelapan terdakwa
tampak santai, meskipun divonis lebih tinggih dantutan Jaksa. Pada sidang
sebelumnya, delapan terdakwa dituntut Jaksa Penusmoum (JPU) Arif
Syafrianto SH, dengan hukuman 17 tahun penjaradakipembunuhan dengan
cara mutilasi terjadi dikamar tahanan nomor 8C kap@ak Pakjo Palembang, 22
November 2010, Pukul 00:30. Kedelapan terdakwa ystagusnya napi, telah
menganiaya korban Eko Adi Saputra yang juga tahaRBnanak sampai

meninggal dunia. Korban dianiaya dengan cara dissayat tubuhnya dengan

! Lina Irawati Kusumaningrun©Qpcit, him. 23



menggunakan sendok yang sudah diasah. Para terdagaanemutilasi bagian
tubuh korban yakni kedua daun telinga dan alatkiel&orban™>

Dan juga kasus yang pernah menggerkan publik ¥asus si jagal Ryan
dari jombang sekarang ada Baekuni yang menghemtakikum dinegara kita
akan sadis dan kejamnya pelaku mutilasi ini yanggde tega dan sadar
membunuh /menghilangkan nyawa orang lain, memutilegban bahkan
melakukan kejahatan seksual terhadap anak lakiylaky dibawah umur dan
informasi terbaru pernah menculik anak perempukamse9 tahun.

Baekuni alias Babe, 48 tahun sekarang ini seakanjachie'aktor/bintang
dadakan" dengan kesadisannya. Seluruh tabir kejalgdbe baru terungkap dan
berakhir, saat ia menghabisi anak asuhnya, Ard&ng}0) yang merupakan anak
asuhnya. Berbeda dengan beberapa korban lain, nssdgia masih memiliki
keluarga dan memiliki identitas kependudukan. (datena itu, aksi Babe dapat
diungkap dengan cepat dan Ardiansyah menjadi kpeogungkapan. Karena
adanya laporan dari keluarga, penyelidikan yangrakh mengungkap pelaku
mutilasi ini. Korban mutilasi Babe lebih ditujukantuk menghilangkan jejak dan
kencederungan motif mutilasi dilakukannya lebihgathsan untuk memudahkan
membuang tubuh korbdn.

Juga dalam sabda Rasulullah berikut:

C,-E,’JJ.?Jj ,Fﬂswvudb cJlas CJW*G.-\?U Y\M&é&q’ﬂ
9 ok gyy 0 Oyloed Y 8 2 g g, Jed Iohosis Ladans

2 Leri MahendraOpcit, him. 6

Bhttp://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Krimiogi220:%20Pelaku%20Mutila
si,%20Pantas%20Dihukum%20Mati&&nomorurut_artikeldA®idownload 05 mei pukul
12:10.).
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Dari hadist di atas pun telah menjelaskan membubualah dilakukan

hanya dalam kontesk: apabila orang yang telah rabnylang berzina, ia dirajam
orang yang membunuh orang Muslim dengan sengagaldjbunuh dan orang
yang keluar dari agama Islam lalu memerangi Allah dasul-Nya, ia dibunuh
atau disalib atau dibuang jauh dari negerinya. pamjelas ayat diatas sudah jelas
bahwa Allah begitu sangat menghargai nyawa sesgoian dengan begitu
besar:

Adapun dari segi ilmu bantu dari kasus mutilasidapat kita terapkan

sebagai berikut;

a. Psychologi Kriminal; yaitu ilmu pengetahuan tentakegjahatan
dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyidikan mengepaa dari
penjahat, dapat ditujuhkan semata-mata pada lesjaib
perseorangan (umpama, bila dibutuhkan untuk mengsrerangan
pada Hakim, tapi dapat juga untuk menyu$ipologi/atau golongan
penjahat yang nampak pada kejahatan yang dilaku&hkan
kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalpsycholigi
Kriminal dimana penyidikan psychologi kriminal/salsimengenai
repercucussie yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam
pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan, akhiriyau jiwa dari
orang-orang lain di pengadilan sebagai saksi, pEmien lain-lain
serta tentang pengakuan seseorang.

b. Psyche dan Neure-pathologikriminal; ilmu pengetahuan tentang
penjahat yang dihinggapi sakit jiwa atau sakit af@ar

Dari penjabaran di atas maka tindak pidana penttamsecara mutilasi

adalah Pembunuhan sengakQ@otl al-Amd yaitu suatu perbuatan penganiayaan

terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkawvanya. Tindak

pidana mutilasi fuman cutting bogymerupakan tindak pidana yang tergolong

" Ibnu Hajar Al-As golaniBulughul mahram(Bandung: PT Misan Pustaka, 2010), him.
477
"> Hari SaherodjiPokok-pokok kriminologiJakarta: Akasara Baru, 1980), him. 9
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kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotonggiariaagian tubuh tertentu
dari korban. Apabila ditinjau dari segiamatikal kata mutilasi itu sendiri berarti
pemisahan, penghilangan, pemutusan, pemotongaarbadiuh tertentu. Dalam
membahas terminologi kata atau istilah mutilasiiheamemiliki pengertian atau
penafsiran makna dengan kata amputasi sebagainaagasgring dipergunakan
dalam istilah medis kedokteran.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapmthami bahwa
mutilasi atau amputasi adalah suatu keadaan, kegighng secara sengaja
memisahkan, memotong, membedah atau membuang taatbeberapa bagian
dari tubuh yang menyebabkan berkurang atau tidatufgsinya organ tubuh.
Tindakan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkatindakan lanjutan dari
tindakan pembunuhan dengan tujuan agar bukti mayddk diketahui
identitasnya. Dari penjabaran diatas maka timbuldiean penulis untuk meneliti
dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang pebelisjudul: ‘MUTILASI
DITINJAU DARI FIQH JINAYAH".

B. Rumusan Maslah

Berdasarkan urian di atas maka penulis dapat mesksmumasalah
sebagai berikut:

1. Apakah kriteria tindak pidana pembunuhan secaralasuditinjau dari figh
jinayah?
2. Bagaimana sanksi pelaku tindak pidana pembunuhaarsemutilasi jika

dilihat dari figh jinayah?
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapan tujuan yang hendak dicapai dalam peneiiisadalah:

a. Untuk mengetahui kriteria pembunuhan secara mutti@njau dari figh
jlanayah.

b. Untuk mengetahui bagaimana hukuman yang dikenakamadap pelaku
pembunuhan secara mutilasi ditinjau dari figh jeday

2. Manfaat Penelitian

Adapu penelitian ini diharapkan mempunyai manfaak lsecara praktis
maupun secara teoritis sebagai berikut:
a. Manfaat Praktis.

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil péaali ini dapat
menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, b&gjispraaktisi dan berbagai
elemen masyarakat yang berminat untuk memahaménytatna mahasiswa.

b. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan lsamgan ilmiah bagi
iimu pengetahuan hukum khususnya hukum pidanaijpbsik secara materiil
maupun secara formil dan pada umumnya dalam mdragegkan hukum pidana.
Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skiiggeniu akan menambah
pemahaman dan pandangan baru kepada semua piHaknbaasiswa pada
umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengama dhukum pada

khususnya. juga diharapkan dapat memberikan masbkgn penyempurnaan
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perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakaadap penegak hukum
pidana.
D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsiganulis mencoba
mengembangkan tulisan ini dengan dukungan dariagarktulisan penulis lain.
Sepanjang sepengetahuan penulis mengenai mutitagaa dari figh jinayah,
penulis menemukan skripsi yang hampir menyerup@pskmilik penulis, hanya
saja mereka membahas masalah;

Leri Mahendra (2013) IAIN Raden Fatah Palembang baras “Sistem
Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi Men#uHP dan Imam
Syalfi'i (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negealdmhbang)”. Peneliti ini
menyimpulkan bahwa analisis menurut Imam Syafilitdé®@g pembuktian di
persidangan sama dengan sistem pembuktian KUHP yasgakai sistem
pembuktian menurut undang-undang secara negatifbérarti bahwa harus
dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alaseny didukung oleh alat-alat
bukti yang ditentukan oleh undang-undang (minimad dlat bukti) dan kalau itu
cukup, maka baru akan di persoalkan tentang adatidknya keyakinan hakim
akan kesalahan terdakwa.

Lina Irawati Kusumaningrum (2008) Universitas Negisfam Sunan
Kalijaga membahas “Sanksi Tindak Pidana Pembun@sara Mutilasi (Studi
Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidarstiffo Peneliti ini
menyimpulkan bahwa sanksi dari tindak pembunuhaaraemutilasi menurut

hukum pidana Islam adalah gishash yang menjadwadikatau keluarga korban
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untuk melaksanakannya, dengan pengawasan oleh .h8kaangkan sanksi dari
tindak pidana pembunuhan secara mutilasi menuikuirhipidana indonesia yang
menganut KUHP adalah hukuman mati, yang pelaksayaattan penetapannya
berada di tangan hakim sepenuhnya.
E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang di perlukatuk
penyelesaian dan pembahasan ini secara keselusighamendapatkan hasil yang
ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengaa ssbagai berikut :
1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitdata kualitatif yang
berkaitan dengan suatu kegiatan ilmiah, yang drilasa pada metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuatuk mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan mafganya. Adapun bahan
penelitian yang penulis gunakan adalah data kefastaatau yang dikenal
sumber data primer, dan sekunder. Serta data-datarhyang berkaitan dengan
masalah ini.
2. Sumber Data
a. Sumber data primer adalah bahan yang pokok datambahasan skripsi ini
seperti buku-buku yang bersangkutan yang dibahsertaefigh jinayah dan jurnal
maupun yang berhubungan dengan judul
b. sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yangbergman penjelasan dari

data primer sebagai penunjang yang bersumber daud-buku hukum pidana,
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skripsi, Kamus Hukum & Kamus llmah, Kompilasi Hukuislam, KUHP &
KUHAP, yang berkenaan masalah yang di bahas.
a. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melatudi kepustakaan
(normatif), yakni dengan cara membaca atau metigarsecara teliti bahan yang
akan di bahas dalam permasalahan ini.
b. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara dagkdan kualitatif,
yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang adgadgalas menurut mutunya.
Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakeinarik suatu simpulan dari
penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, set@anggnyajian hasil penelitian
ini dapat dipahami dengan mudah.
F. Pedoman Penulis

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis merujulp&éa buku pedoman
penulisan skripsi'Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang 2015
G. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika dalam penulisan ini, penulis magilmenjadi empat
bab, dan tiap-tiap bab terdari-dari beberapa bagian
Adapun sistematika ini di uraikan sebagai berikut:
BAB |: PENDAHULAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masadah perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitianjad@n pustaka, metode

penelitian, pedoman penulisan dan sistematika psamul
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BAB Il: KONSEP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  SECARA
MUTILASI
Bab ini memaparkan tentang beberapa hal terkagétéan Pembunuhan
dan Mutilasi Menurut Para Ahli Hukum Pidana, PetigerMutilasi, Pengertian

Pembunuhan, Bentuk-Bentuk Pembunuhan dan JensMemiasi.

BAB III: MUTILASI DITINJAU DARI FIQH JINAYAH

Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang HKait&utilasi Ditinjau
Dari Figh Jinayah, Sanksi Pembunuhan Secara Mutlaginjauh dari Figh

Jinaya dan Hukuman Pokok serta Hukuman Tambahan.

BAB IV: PENUTUP
Pada bab ini penulis akan membahas tentang penkmpuiari skripsi

penulis keseluruhan dan saran munkin diperlukanp@aa pembaca sekalian.



